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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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GAGAL PERTAHANKAN WTP
Wagub Diminta
Fokus Kerja

PALU, MERCUSUAR-Wakil Gubernur
Sudarto dan Sekprov Amdjad Lawasa di-
minta lebih fokus bekerja. Permintaan itu
disampaikan Gubernur Longki Djanggola,
dalam sambutan sidang paripurna DPRD
Sulteng dengan agenda serahterima lapo-
ran hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas
laporan keuangan pemerintah daerah,
Senin (26/5/2014).

“Saya minta Wagub dan Sekprov lebih
fokus membenahi persoalan yang menjadi
temuan BPK. Saya optimis, dengan fokus
dan kerja keras tahun depan kita akan
kembali ke opini wajat tanpa pengecual-
ian (WTP),” kata Longki menyikapi opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang
diberikan BPK RI atas laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) tahun ang-
garan 2013. A

Dalam sesi konferensi pers usai pari-
purna, Longki kembali menegaskan
hal tersebut saat ditanya wartawan.
Menurut Longki, tugas Wagub dan
Sekprov sudah jelas berdasarkan per-
aturan perundang-undangan.

“Saya tidak ingin mencari kambing hi-
tam. Ini juga kelemahan saya, tapi tugas
Wagub jelas. Demikian juga Sekprov seb-
agai Pembina kepegawaian jugajelas. Jadi
bukan hanya tanggungjawab saya, (tapi)
juga teman-teman saya,” tegas Longki.

Permintaan Longki agar Wagub dan
Sekprov lebih fokus menjalankan tugasnya
berdasarkan aturan yang ada, dikarenakan
salahsatu temuan BPK diawali pengendal-
ian intern yang lemah.

“Sebenarnya saat WTP,

BPK telah memperin-

gatkan kita. Disitu ada

enam catatan pinggir.
Diantaranya pengendal-
ian intern, kepatuhan

Baca PERTAHANKAN di Hal.11
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GUBERNUR Sulteng, Longki Djanggola didampingi ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Aminuddin Ponulele menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2013 dari ketua BPK RI
perwakilan Provinsi Sulteng, Senin (26/5/2014) di gedung paripurna DPRD Provinsi. FoTo: INTAN/ MS
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“Kepada Sekda, tolong dijelaskan
ini. Menurut beliau-beliau (BPK)
hasil audit dari akuntan publik tidak
diterima oleh pemeriksa. Silahkan
dijelaskan pak sekda. Ini haruslah
menjadi pelafaran. Tolonglah dide-
sak akuntan publiknya karena se-
tahu saya, ini sudah berbulan-bulan
dilakukan. Toh hasilnya sampai hari
ini belum ada,"sindir Longki
Laporan hasil akuntan publik
mengemuka saat diketahui BPK
tidak menerima dan menolak hasil
audit dari akuntan publik atas lapo-
ran kekayaan Perusahaan Daerah
(PD) Sulteng yang telah berganti
nama menjadi PT Pembangunan
Sulteng. Penyebabnya ditenggarai,
sebelum berganti nama menjadi
PT Pembangunan Sulteng, Pemprov
Sulteng menyajikan akun peny-
ertaan modal pemerintah daerah
sebesar.Rp123,94 miliar. Namun,

N U7 b T e S

BPK mempertanyakan anggaran-

sebesar Rp8,87 miliar yang ikut
dimasukkan menjadi penyertaan
modal PT Pembangunan karena
dinilai anggaran tersebut tidak jelas
asal-usulnya.

“Permasalahnya pada saat di-
rubah statusnya dari PD menjadi PT,
itu kan ada kekayaan PD. Kekayaan
perusahaan daerah sebesar Rp

T TR SRS CEN R (- (S DEPREERY, 3 e § O
diberikan.

Kurangnya koordinasi seperti
yang diakui Longki memang jelas
terlihat saat itu. Amjad yang nampak
kurang bersemangat mengikuti kon-
frensi pers itu, justru diminta Longki
untuk aktif menjawab pertanyaan
lainnya seputar penyertaan modal
sebesar Rp 8,87 miliar itu.

“Jadi memang hasil audit apprasial
aset-aset PD Sulteng belum selesai.
Sekarang pertanyaannya, ini 8,87
miliar dari mana?,"tanya Longki
sembari menoleh ke Amjad yang te-
patberada disebelah sisi kanannya.

Amjad lalu menjawab jika angga-
ran akun penyertaan modal sebesar
Rp 8,87 miliar tersebut milik PD
Sulteng yang dinilai langsung dari

inspektorat. "Tetapi itu sementara,

yang kami ajukan kepada akuntan
publik untuk diaudit atau diap-
praisal kembali,” kata Amjad.
Sebagaimana LKPD Pemprov
Sulteng 2013, BPK RI menyajikan
ketidakandalan penyajian akun dari
Rp 4,11 triliun itu. Selain itu, BPK RI
tidak mengetahui keberadaan aset
tetap sebesar Rp55, 04 miliar, tidak
disensus sebesar Rp15,40 miliar,
serta tidak diketahui lokasi dan lu-
asnya Rp22.41 miliar. Selanjutnya,
penyerahan asset ke masyarakat

veluldilp-uldlls. 111 Pdi STRUA4, 111a5111
ada adik-adik kita yang nakal-nakal
membuat laporan perjalanan di-
nas, yang tadinya perjalanan cuma
dua hari ditambah menjadi empat
hari. Sebenarnya bukan masalah
pengembaliannya tapi malunya
itu,"ungkap Longki.

Atas persoalan perjalanan yang
dilakukan oknum SKPD itulah, lagi-
lagi Longki meminta sekda sebagai
Pembina kepegawaian agar lebih
fokus mengkoordinir semua SKPD.

“Termasuk saya pun punya
kelemahan dari sisi pengendalian.
Tapi tetap saja dari sisi kepatuhan,
tentu ada dong yang bertugas men-
gawasi inspektorat dan sekda kare-
na sekda menyangkut SKPD, mana-
lagi pertanggungjawaban gubernur
juga diketahui oleh sekda. Ini akan
menjadi catatan khusus bagi saya
dan pasti akan ada evaluasi, hanya
jangan dulu ditanya kapan evaluasi
itu dilakukan,” terang Longki.

Dari hasil temuan itu, Bayu ber-
harap, pemprov Sulteng menin-
daklanjuti temuan BPK dengan
menyiapkan apprasial termasuk
akuntan publik. Begitu juga persoa-
lan PT Pembangunan Sulteng yang
dikhawatirkan perpindahan bukan
hanya ke PT, tetapi perindahan ke-
pada pihak lain. T™mMu/iNT
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terhadap aturan dan pengelolaan
aset. Ternyata kita tidak mampu
menyelesaikan catatan ini dan pada
akhirnya opini yang diberikan BPK
turun menjadi WDP,” tambahnya.

Untuk diketahui, ada tiga poin
yang menyebabkan predikat
Pemprov Sulteng menurun, yakni
dari aspek temuan perjalanan dinas,
pemeliharaan serta asset.

Menyikapi hal itu, Gubernur diha-
dapan sejumlah wartawan terkesan
ingin cuci tangan. “Bukan mau
mengkambinghitamkan. Saya pikir
kalau merujuk kepada Undang-
Undang, tugas kita telah dibagi.
Saya sebagai kepada daerah, wakil
sebagai apa dan sekda sebagai apa,”
ujarnya.

Dalam sesi konfrensi pers tersebut,
dihadiri Auditor Utama Keuangan
Negara IV BPK RI Sjafrudin Mosii,
Kepala Perwakilan BPK RI Sulteng
Bayu Subartha, Wakil Ketua DPRD
Provinsi Sulteng Syafrun Abdullah
beserta Sekretaris Daerah (Sekda)
Amjad Lawasa dan staf masing-
masing intansi.

Longki, bahkan terlihat keteteran
menjawab satu-persatu pertanyaan
yang diajukan awak media. Namun
bagi BPK sendiri menanggpi sikap
tersebut, menilai wajar karenalapo-
ran BPK baru diketahui pada hari itu
juga oleh Gubernur Sulteng.

“Kepada Sekda, tolong dijelaskan
ini. Menurut beliau-beliau (BPK)
hasil audit dari akuntan publik tidak
diterima oleh pemeriksa. Silahkan
dijelaskan pak sekda. Ini haruslah
menjadi pelafaran. Tolonglah dide-
sak akuntan publiknya karena se-
tahu saya, ini sudah berbulan-bulan
dilakukan. Toh hasilnya sampai hari
ini belum ada,’sindir Longki

Laporan hasil akuntan publik
mengemuka saat diketahui BPK
tidak menerima dan menolak hasil
audit dari akuntan publik atas lapo-
ran kekayaan Perusahaan Daerah
(PD) Sulteng yang telah berganti
nama menjadi PT Pembangunan
Sulteng. Penyebabnya ditenggarai,
sebelum berganti nama menjadi
PT Pembangunan Sulteng, Pemprov
Sulteng menyajikan akun peny-
ertaan modal pemerintah daerah
sebesar. Rp123,94 miliar. Namun,
BPK mempertanyakan anggaran
sebesar Rp8,87 miliar yang ikut
dimasukkan menjadi penyertaan
modal PT Pembangunan karena
dinilai anggaran tersebut tidak jelas
asal-usulnya.

8,87 miliar. Nah, BPK tidak yakin
darimana angka tersebut, harus-
nya dimiliki dulu berapa kekayaan
perusahaan daerah ini, kemudian
itu dirombak statusnya menjadi
perseroan terbatas. Ini tidak jelas.
Ada prosedur untuk menempatkan
pényertaan modal itu. Tidak bisa di-
tuliskan seenaknya. Jadi kami tidak
hasil audit itu sebab kami meragu-
kan sumbernya,’tegas Sjahfrudin.

Persoalan juga terjadi pada Aset
Tetap daerah. BPK RI pada tahun
sebelumnya memberikan WTP
kepada Pemprov Sulteng, kini ter-
lihat dingin menyikapi persoalan
Aset Tetap daerah yang tidak kun-
jung usai. Buktinya, selama masa
kepemimpinan Longki telah di-
berikan kesempatan untuk menga-
wal aset daerah itu. Namun hingga
kini, penyajian aset tetap yang
sajikan sebesar Rp 4,11 triliun
dinilai tidak andal atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Amjad yang diminta Longki untuk
memberikan klarifikasi mengakui
ada persoalan seperti yang diung-
kapkan BPK. Hanya saja, Amjad
mengakuijika akuntan publik selaku
pihak yang melakukan apprasial be-
lum memberikan laporan terhadap
aset tetap. Amjad bahkan berdalih,
laporan dari akuntan publik dalam
waktu dua hari ini akan segera
diberikan.

Kurangnya koordinasi seperti
yang diakui Longki memang jelas
terlihat saat itu. Amjad yang nampak
kurang bersemangat mengikuti kon-
frensi pers itu, justru diminta Longki
untuk aktif menjawab pertanyaan
lainnya seputar penyertaan modal

~ sebesar Rp 8,87 miliar itu.

“Jadi memang hasil auditapprasial
aset-aset PD Sulteng belum selesai.
Sekarang pertanyaannya, ini 8,87
miliar dari mana?"tanya Longki
sembari menoleh ke Amjad yang te-

patberada disebelah sisi kanannya.

Amjad lalu menjawab jika angga-
ran akun penyertaan modal sebesar
Rp 8,87 miliar tersebut milik PD
Sulteng yang dinilai langsung dari
inspektorat. "Tetapi itu sementara
yang kami ajukan kepada akuntan
publik untuk diaudit atau diap-
praisal kembali,” kata Amjad.

Sebagaimana LKPD Pemprov
Sulteng 2013, BPK RI menyajikan
ketidakandalan penyajian akun dari
Rp 4,11 triliun itu. Selain itu, BPK RI
tidak mengetahui keberadaan aset
tetap sebesar Rp55, 04 miliar, tidak

tidak didukung harga perolehan
BAST sebesar Rp28,54 miliar, serta
dikuasai pihak lain dengan bukti

. kepemilikan ganda sebesar Rp25,95

miliar. Dari ketidakandalan terse-
but, BPK menilai terjadi penyim-
pangan atas Standar Akuntansi
Pemerintahan dan keterbatasan
dokumen dan informasi yang tidak
bisa diberikan terkait aset dinilai
berpengaruh terhadap penyajian
akut Aset Tetap pada necara.

Menanggapi hal itu, Longki sep-
erti berusaha membela diri. Ia
mengatakan, persoalan aset di-
hadapinya itu tidak jauh berbeda
dengan persoalan yang dihadapi
gubernur-gubernur sebelumnya.
“Persoalan aset ini sudah ada sejak
zaman dari gubernur yang dari
tahun kemarin. Kita tunggu saja,
apprasial dari akuntan publik agar
masalahnya semakin jelas,"ujarnya.

Masalah yang sama juga terjadi
pada biaya perjalanan dinas yang
juga masuk dalam daftar laporan
BPK. Menurut BPK, ada sebesar
Rp 2,61 miliar anggaran yang tidak
diketahui keberadaanya yang di-
lakukan 20 Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Sulteng. Namun, dari
keterangannya, dana sebesar Rp
2,043 miliar sudah dikembalikan.

“Persoalan perjalan dinas ini juga
berulang-ulang. Ini pak sekda, masih
ada adik-adik kita yang nakal-nakal
membuat laporan perjalanan di-
nas, yang tadinya perjalanan cuma
dua hari ditambah menjadi empat
hari. Sebenarnya bukan masalah
pengembaliannya tapi malunya
itu,"ungkap Longki.

Atas persoalan perjalanan yang
dilakukan oknum SKPD itulah, lagi-
lagi Longki meminta sekda sebagai
Pembina kepegawaian agar lebih
fokus mengkoordinir semua SKPD.

“Termasuk saya pun punya
kelemahan dari sisi pengendalian.
Tapi tetap saja dari sisi kepatuhan,
tentu ada dong yang bertugas men-
gawasi inspektorat dan sekda kare-
na sekda menyangkut SKPD, mana-
lagi pertanggungjawaban gubernur
juga diketahui oleh sekda. Ini akan
menjadi catatan khusus bagi saya
dan pasti akan ada evaluasi, hanya
jangan dulu ditanya kapan evaluasi
itu dilakukan,” terang Longki.

Dari hasil temuan itu, Bayu ber-
harap, pemprov Sulteng menin-
daklanjuti temuan BPK dengan
menyiapkan apprasial termasuk
akuntan publik. Begitu juga persoa-




